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PERATURAN WAL賞KOTA SIBOLGA

NOMOR 27 TAHUN 2024

TBNTANG

pEDOMAN PEN量払量AN pEMBE恥N PENGHARGAAN DAN HUKUMAN DI

L量NGKUNGAN PEMERINTAH KOTA S量BOしGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

wAL量Ko皿s量BOLGA,

Menimb紬g : a･ bahwa rangka mew可udkan pe叫yelenggaraan peme正ntah

daerah yang berkualitas dan akuntabel, diperlukan

pen血gkatan虹neヰa melalui optima虹sasi虹neヰa aparatur

dan organisasi perangkat daerah;

b･ bahwa dalam r弧gka meningkatk紬虹ne章ja organisasi dan

aparatur di Lingkungan Peme轟ntah Kota Sibolga, perlu

dilaksanakan pemberian penghargaan dan hukuman bagi

perangkat daerah din　aparatur sipⅡ　negara dengan

mendasarkan pada capaian kineヰa organisasi　皿aupun

血dividu, mak租untuk itu perlu diatur keb主jaka皿sebagai

landasan hukum pemberian pengh紬ga紬d紬huku皿an

sebagaim劃a dimaksud;

c. bahwa berdasark紬pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada humf a, humf b, dan hun正c, perlu menetapkan

Peraturan W瓢i Kota tentang Pedoman Penilaian Pemberian

Penghargaan din　Hukuman di Lingkungan Pemehntah

Kota Sibolga;

Mengingat　: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

lndonesia Tahun 1945;

2. Und紬g-Undang Nomor　8　Drt. Tahun 1956　tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republ比　重ndonesia Tahun 1956　Nomor　59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1092);

3. Und紬g-Und狐g No. 5 Tahun 2014 tent狐g Apa重atur Sip遭

Ncgara (Lcmbaran Negara Repub鵬k工ndonesia Tahun 2014

Nomor 6, T劃bahan Lembaran Negara republik重ndonesia

Nomor 5494);

4. Uridang-Uれdar凹....



4〃　Unda皿g-Und狐g Nomor　12　Tahun　2011　tenta皿g

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lemb紅組

Negara Repub脆k　重ndonesia Tahun　2011 Nomor　82,

tambahan Le皿baran Ncgara Republik量ndonesia Nomor

5234) sebagainana telah beberaLpa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Und紬g Republik　工ndonesi盆No皿or 13

Tahun　2022　tentang Pembahan Kedua atas Undang-

Und紬g Republik量皿donesia Nomor 12 Tahun 201 1 tentang

Pembentukan Peraturan Pemndang-Undangan (Lemb紬紬

Negar盆　RepubHk　工ndonesia Tahun　2022　Nomor 143,

ta皿bah紬Lembaran Negara Republik工ndonesia Nomor

6081);

5･ Und劃g-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tent孤g

Pemehntahan Daerah　(Lembaran Negara Pepublik

lndonesia Tah皿2014 Nomor 244, T劃bahan鵬mba｢an

Negara Republik量ndonesia No皿or 5587) sebagaimana telah

血ubah beberapa ka止　terakhir deng孤　Undang-Unda皿g

Nomor　9　Tahun　2015　tentang Pembahan kedua atas

Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah　(Lembaran Negara Republik

量ndonesia Tahun 2015 No皿or 58, Ta皿bahan Lembaran

Negara Republ址Indonesia No皿or 5679);

6. Peraturan Pemehntah No皿or 18　Tahun　2016　tentang

Perangkat Daera血(Lembaran Negara Republik indonesia

Tahun　2016　Nomor 114, Tambah紬　Lembaran Negara

Republik重ndonesia Nomor 5888) ;

7. Peraturan Peme正ntah No皿or 11 Tahun　2017　tenta皿g

Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik重ndonesia Tahun 2017　No皿or 63, Tambah孤

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor　6037)

sebagaimana telah diubah de皿gan Pera血r狐Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 tcntang Pembahan Atas Peraturan

Pe皿e正ntah Nomor 11 Tahun　2017　tentang Manajemen

Ap紬atur Sipil Negara (Lembar紬　Nega重a Republik

重ndonesia tahun 2020　Nomor　68, Tambah狐　Lembaran

Neg紬a Republik工ndonesia No皿or 6477);

8. Peraturan Pe皿ehntah Nomo｢ 12　Tahun　2017　tentang

Pe mb血aan dan Pengawasan Pe叫yelenggara紬

Pemerintahan Daerah　(Lembaran Negara Republik

量ndonesia Tahun　2017　Nomor　73, Tambaha皿　Le皿bar紬

Negara Rcpub轟k暮ndonesia Nomor 604 1);

9. Peraturan Peme正ntah Nomor　30　Tahun　2019　tent狐g

Penilaian Kinelja Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik量ndonesia Tahun　2019　Nomor　77, Tambahan

Lembaran Negara Republik量ndonesia No皿or 6340);

10. Peraturan Peme轟ntah Nomor　94　Tahun　2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (しembar孤Neg紳a Republik

宣ndonesia Tahun 2021 Nomor 202, T劃bahan Lembar狐

Neg紬a Republik工ndonesia Nomor 67 18);

11. Peraturan打esiden Nomor 29 Tahun 2014 tent紬g Sistem

Akuntabilitas　貼neヰa　重nstansi Pemerin屯h (Lemb甜紬

Neg紺a Rcpubl址Indonesia Tahun 2014 No皿or 80);

J2. Perafur伽n....



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang pe皿bentukan Hoduk Hukum Daerah (Berita

Neg紬a Republik Indonesia Tahun　2015　Nomor　2036)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteh D粗am Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Pembah紬Atas Peraturan Menteh Dalam Negeh No皿or 80

Tahun 20 15 Tentang Pe皿bentukan打oduk Huku皿Daerah

(Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor

157);

13, Peratur紬　Daerah Kota Sibolga No皿or i Tahun　2017

tentang pembentukan Per紬gkat Daerah Kota Sibolga

(Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13,
Tambahan Lemba｢an Daerah Nomor 12) ;

MEMUTus恥N :

Menetapk紬: PERATURAN WAL宣　Ko皿TENTANG PEDOMAN PENエ皿重AN

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN D工LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA.

BAB量

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dala皿Pera調ran Wall Kota ini yang di皿aksud dengan :

1. Daerah adalah Rota Sibolg孔

2. Wali Kota ad血ah Wali Kota Sibolga

3. Wakil Wall Kota adalah Wa虹1 Wali Kota Sibolga

4. Sekretaris Daerah adalah Se血etaris Daerah Kota Sibolga

5･ Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kcpala Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan

yang me可adi kewenangan daerah selaku Pengguna An籠aran/Pengguna

Baran昌

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri

sipil d紬pegawai pemerintah dengan pe寄a可ia皿kin印a yang diangkat oleh

pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalan suatu jabatan

pemerintah紬atau diserahi tugas negara laimya din(坤車ii berdas餌kan

pera亡ur狐p e｢undang- und紬gan ･

7･ Pengh虹gaan ad血ah pe皿be正an apresiasi dari Pemerintah Daerah y狐g

dibehk紬kepada Per紬gkat Daerah dengan penilaian虹ne寄a terb証k･

8. Hukuman adalah pemberian sanksi da正Pemehntah Daerah yang diberikan

kepada Perangkat Daer盆h deng劃penilai盆n虹ne巧a terendah dan ASN yang

terla皿bat masuk ke巧a dan tidak menaati ketentu狐jam ke重ja yang telah

dite n tukan.

9. Sistem AkuntabiHtas貼皿e重ja I皿st紬si Pemeri皿tah, yang sela垂u血ya disingkat

SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbag証aktivitas, alat, dan prosedur

yang di｢a調ca皿g untuk t可u紬penetap孤da皿pengukur狐, pengu臆mpul劃

data, peng趨asi慮kasi紬, pen由khtisaran, d狐pelaporan嶋ne重ja pada instansi

pe皿e正ntah, dalam rangka pe虹紬gg皿由awa●ba皿dan peningkatan曲ne轟a

instansi pemerintah i

BABH.…



BAB工置

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal2

Maksud disusunnya Peratur狐Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam

pembe正an pengh紬gaan d紬hukum紬bagi Perangkat Daer血dan ASN di

Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga dengan mendasarkan pada capaian kinelja

organisasi dan individu･

Pasal3

T可uan disusumya Peratur弧Wali Kota ini adalah untuk meningkatk紬kine重ja

organis繍si d紬aparatur di Lingkunga皿Pemerintah Kota Sibolga･

Pasal4

Ruang l血gkup Peratur紬Wali Kota ini melipu心:

a. Pe皿bchan penghargaan;

b. Pembe重ian Hukuman;

c. Pe皿il証紬Kincヰa; din

d. Tim penilai.

BAB工○○

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pas粗5

(1) Pemehntah Kota Sibolga sesua王dengan khteria penilaian, membehkan

penghargaan kepada :

a. perangkat Daerah, Bagian dan/atau Kecamatan dengan kine寄a terbaik;

dan

b. Perangkat Daerah dengan nilai hasil evaluasi SAKIP AA.

(2) Pengh紬gaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a diberikan dalam

bentuk pemberian剛agam bagi I (satu) Perangkat Daerah dengan虹n〔再a

terbaik setiap 1 kali setahun･

(3) Pembeh狐Piagam sebagaimana di皿aksud pada争yat (2) dilakukan oleh W血i

Kota.

(4) Apabila d瓢am pembehan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wan

Kota berhalangan, maka pembehan piagam dilakukan oleh Wa血l Wali Kota

atau Sekretaris Daerah.

BABIV

PEMBERIAN HUKUMAN

Pasal6

(1) Pemehntah Kota sibolga membehkan huku皿an ke申da :

a. perangkat Daerah yang心dak memenuhi khteria penilaian kine垂･

b. ASN yang tidak menjalankan kewajiban dan/atau mela血kan larangan

sebagaimana tercantum d瓢a皿ketentuan Peraturan tentang Disip止n

Pegawai Negeh Sipil, bempa hukuman disiplin ba由Pegawa王Ncge轟Sipil

scsua王dengan ketentuan Peraturan tersebut,

c.ASN.…



c. ASN y劃g terla皿bat masuk ke再a d狐tidak menaati ketentu劃ja皿ke重ja

y劃g telah ditentukan･

d. Hu血iman laimya sesuai deng紬ketcntu紬peraturan dan pe皿d紬g

undangan yang berlaku dan mengikat bagi Pegawai Negeri Sipil･

(2) Jenis hukuman sebagai皿紬a dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada

peraturan yang berlaku tent劃g Disip止n Pegawai Negeri Sipil･

Pasal7

(1) Hu血m狐ba産Per紬gkat Daer血dengan penilai紬虹ne直tercnd血

sebagaimana dimaksud d租am Pas血6 ayat (1) huⅢf a diberikan pada se血ap

pe五〇de penila王an sesua王dengan k正teria untuk p証ode penila王an,

(2) Pembehan hukum紬sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuk紬oleh

Wali Kota.

Pasal 8

Hukuman sebagaimana dimaksud dalan Pasal 7 ayat (2) berlaku/diberikan

kepada Kepala Perangkat Daerah beserta seluruh ASN di lingkungan Perangkat

Daerah.

BAB V

PENILAIAN KINERJA

Pasal9

(1) Penilalan kinelja sebagai dasar pemberian penghargaan dan hukuman bagi

perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6

ayat (1) didas紺kan pada k轟te正a :

a. Ketcpatan penyusunan Laporan Kine互a量nstansi Pemerintah･

b. Ketepatan penyus皿an Pe再a霊草an貼neヰa･

c. Ketepatan pengunpulan data pendukung Laporan dan Evaluasi

Penyelcngg紬a狐Pemerintahan Daerah･

(2) Penila王an虹neヰa dilaksanakan oleh Tim penilai･

BABVI

TIM PENILA重

Pasal10

(1) Ti皿penilai di bentuk oleh wa止Kota･

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan

keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah　: Wali Kota

Wakil Wall Kota

Ketua　　　　: Sekreta正s Daerah

Se虹etahs　: Kepala Badan Kepegawa王an Daerah

Anggoぬ　　: 1･量nspektur

2･ Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

3. Kepd庇i....



3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

4. Kepala Bagian Hukum Se血etariat Daerah

(3) Tim penila王memili出血gas :

a. melaksanakan penilai紬瞳ne重ja;

b. memmusk劃　d紬　melaks狙akan h血　teknis berkena弧　dengan

pelaksanaan pembe正an pen孤独gaan dan hukuman ba重賞r劃gkat

daerah maupun bagi ASN di lingkungan Pe皿ehntah Kota Sibolga;

c.皿elaporkan hasil penilai狐虹ie宣ja kepada Wa止Kota sebagai bahan

pengambilan keputusan;

d. melakukan ev粗uasi terhadap pelaksana狐pembeha皿penghargaan dan

hukuman; din

e･ melapork劃has組pelaksanaan調gas kepada Wali Kota･

(4) Tim penilai memiliki wewenang :

a. meminta data dan inめrmasi kepada Per狐gkat Daerah y狐g

berhubungan dengan pelaksanaan penilaian虹nerja, diant甜anya data

dan inめrmasi berkenaan;

b. melakuk劃　pend血a皿狐　ke Per紬gkat Daerah, Ba由an dan/atau

Kecamatan dalan rangka validasi data yang berhubungan dengan

pelaks紬aan penilaian　出ne重ja, ba王k　皿e鳳ui obseⅣasi lapang紬,

melaks紬akan wawanc紬a dan/atau皿etode青竜nnya yang efekt咋dan

c. memberikan nilai/ skor pada akhir penilaian kinelja.

BABV重I

KETENTUAN PENUTUP

Pas粗11

Peratur紬Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan･

Ag紅setiap orang mengetahuinya,皿c皿e正ntahkan pengund劃g紬Peraturan Wali

Kota ini dengan penempat狐nya dalam Berita Daerah Kota Sibolga･

Ditetapkan di Sibolga

pada t紬ggal 29 Mei 2024

WAしI KOTA S量BOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga

Pada tanggal 03 Juni 2024

円. sEKRE船R量s DAERAH KOTA s工BOLGA,

dto.

｣uNEIDI船N↓uNG

BER工恥DAERAH KOTA s重BOLGA TAHUN 2024 NOMOR 577


